
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpnjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Oi
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Menimbang: a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Angggaran
Badan Layanan Umum Oaerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin;

WALl KOTA BANJARMASIN,

PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR ';)3 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAANSISA LEBIH PERHITUNGANANGGARAN

BAOAN LAYANANUMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALl KOTA BANJARMASTN
PROVlNSI KALIMANTAN SELATAN



Menetapkan: PERATURANWALl KOTA TENTANG PENGELOLAANSISA
LEBIH PERHITUNGANANGGARANBADANLAYANANUMUM
DAERAH DJ LlNGKUNGAN PEMERJNTAH KOTA
BANJARMASIN.

MEMUTUSKAN:

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor3,
Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor66);



Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah daerah KotaBanjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WaH Kota adalah Wali Kota
Banjarmasin.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan
daerahj'organisasi perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada
umumnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disebut RSUDadalah rumah sakit umum Daerah milik Pemerintah
Daerah.

7. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat Labkes adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan urusan pelayanan dan
pemeriksaaan laboratorium kesehatan yang memenuhi standar yang
ditetapkan.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyadi wilayah
ketjanya.

9. Pejabat PengelolaBLUD Rumah Sakit dan Puskesmas yang selanjutnya
disebut Pejabat Pengelolaadalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap
kinerja operasional yang terdiri dari unsur Pemimpin BLUD, Pejabat
Keuangan, dan pejabat teknis.

10.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

11.Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.

12.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional
BLUD.

13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disingkat SiLPAadalah
selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUDpada
satu tahun anggaran.

14.Defisit Anggaran BLUD adalah selisih kurang antara Pendapatan BLUD
dengan Belanja BLUD.

15.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM



(1) SiLPA BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan
dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wall Kota
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(2) Pemanfaatan SiLPABLVDdalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
Likuiditas.

(3) Pemanfaatan SiLPABLUDdalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program BLVD
dan kegiatan BLVDharus melalui mekanisme APBD.

(4) Pemanfaatan SiLPABLVDdalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam hal kondisi mendesak dapat dilaksanakan
mendahului perubahan APBD.

(5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mencakup:

Pasal3

(1) SiLPABLVDdihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu)
periode anggaran.

(2) SiLPABLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wall
Kota dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan
anggaran Pendapatan BLVDdan Belanja BLUD.

(3) SiLPA BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam
perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

BABII
SISALEBIHPERHITVNGANANGGARAN

Pasa12

16. Likuiditas adalah kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera
harus dibayar dengan harta lancamya.

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wall Kota
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
Daerah.

19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah adalah unit pelaksana teknis yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis
penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaranj'kuasa pengguna
barang.

20. Pemimpin BLUDadalah Pemimpin BLUDyang berasal dari Aparatur Sipil
Negara darr/atau tenaga profesional non Aparatur Sipil Negara.

21. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan
adalah salah satu pejabat pengelola BLVDyang memiliki fungsi sebagai
penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan
penyusunan rencana bisnis dan anggaran, menyiapkan dokumen bisnis
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLVD, melakukan
pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas,
melakukan pengelolaan utang- piutang, menyusun kebijakan pengelolaan
barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi
manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan.



(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (3) mengajukan
penetapan tentang pemindahbukuan kas dari rekening BLUDke RKUD.

(2) Pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan WaliKota.

(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:
a. besaran SiLPABLUDyang disetor;
b. batas waktu penyetoran SiLPABLUD;dan
c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal6

(1) Wali Kota dapat memerintahkan penyetoran SiLPABLUDke RKUD,dalam
hal pemanfaatan SiLPABLUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) atau keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya
digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4 telah terpenuhi.

(2) Penyetoran SiLPABLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk:
a. pembinaan dan atau pengelolaan keuangan BLUD;dan/ atau
b. optimalisasi kas Daerah.

(3) Perintah penyetoran dana SiLPABLUDsebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKDmengenai posisi
likuiditas BLUDdan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan
tahun beIjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

PasalS

(1) Analisa posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan
keadaan yang menyebabkan SiLPABLUDtahun sebelumnya.

(2) SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
a. menutupi defisit anggaran;
b. mendanai kewajiban BLUDyang belum tersedia anggarannya;
c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
d. belanja pegawai;
e. belanja barang dan jasa; dan
f. belanja modal.

(3) SiLPABLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dari
awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD harus diperhitungkan
darr/atau dianggarkan pada APBDPerubahan.

(4) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperhitungkan atau dianggarkan pada APBDperubahan.

Pasal4

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dari/atau belum cukup anggarannya pada tahun
anggaran betjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.



Pada saat Peraturan WallKota ini mulai berlaku:
a. Pasal 48 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2021 tentang

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan
Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 49); dan

b. Pasal 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)Di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 107),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal9

(1) Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan SILPApada BLUD.

(2) Wali Kota mendelegasikan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keberhasilan pelaksanaan
pengelolaan SiLPAdalam membiayai program dan kegiatan BLUDRSUD,
Labkes, dan Puskesmas.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota
dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BABIII
PEMANTAUANDANEVALUASI

Pasal8

(1) Pemimpin BLUD menyetorkan SiLPA BLUD ke RKUD berdasarkan
Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui bank
yang ditunjuk.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan proses penatausahaan keuangan non anggaran.

(3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat
Keuangan sesuai dengan proses penatausahaan keuangan yang berlaku.

(4) Pemimpin BLUDmenyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPABLUDke
RKUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)melalui PPKD.

Pasal7



H<HS

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 93

Ditetapkan di 8anjarmasin
pada tanggal 4 J\""ustus 2023

SEKRETARIS AERAH KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Ditetapkan di Banjannasin
pada tanggal .; A[,ust us ,-L 23

WALTKOTA BANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10


